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PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2020/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Makassar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam

perkara cerai gugat antara : 

PENGGUGAT,  umur  38  tahun,  agama  Islam,   pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  tempat  tinggal  di  Kelurahan  Lajangiru,

Kecamatan  Ujung  Pandang,  Kotamadya  Makassar,

dalam hal  ini  memberikan kuasa kepada  Andi  Rustam

Rivai,  S.H,.M.H,.  Lely  Aprianty,  S.H,.M.H,.  Muhammad

Suryawan,S.H,.  Andi  Tungke,S.H,.  Advokat  dan

Konsultan Hukum  pada Kantor Hukum ANDI RUSTAM

RIVAI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tebet Timur

Dalam  Raya  No.  26  Jakarta  Selatan  12820,   Jln.

Toddopuli  16  No.  23  Makassar  Sulawesi  Selatan,

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  04  April

2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal

di  Kelurahan  Lajangiru,    Kecamatan  Ujung  Pandang,

Kotamadya  Makassar,  selanjutnya  disebut  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat. 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat  dalam gugatannya  tertanggal  07  April

2020  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Makassar,  dengan
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Nomor  888/Pdt.G/2020/PA.Mks,  tanggal  15 April  2020,  telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2003 telah dilangsungkan perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama Islam.  Perkawinan  tersebut  telah

dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tompobulu,

Kabupaten Gowa, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 020 / 05 / II /

2003 tertanggal 20 Februari 2003;  

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;  

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman  bersama  di  Kelurahan  Lajangiru,  Kecamatan  Ujung  Pandang,

Kotamadya Makassar;  

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang masing-masing bernama;  

- ANAK, laki-laki, lahir pada Tanggal 28 Februari 2004 di Makassar

- IANAK,  perempuan,  lahir  pada  Tanggal  16  Januari  2007  di

Makassar 

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga

dengan Tergugat  hanya berlangsung beberapa bulan, ketentraman rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat

dengan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain; 

a. Tidak  lama  habis  menikah  sekitar  bulan  6  (juni)  tahun  2003

Tergugat sering kali  mengusir Penggugat dari  rumah bahkan Tergugat

mengunci  rumah  dari  dalam  sehingga  Penggugat  tidak  bisa  masuk

kedalam rumah.

b. Tergugat sering kali pergi minum alcohol (mabuk-mabukan).
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c. Tergugat  tidak  pernah  menafkahi  Penggugat  dan  anak-anak

semasa perkawinannya  berlangsung  semua kebutuhan rumah tangga

ditanggung oleh Penggugat.

d. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat

secara BATIN dan nafkah LAHIR sampai sekarang.

e. Bahwa  ketika  Tergugat  memberi  uang  pada  Penggugat,  uang

yang diberikan dihitung pinjaman dan Penggugat harus membayarnya

kembali.

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan 10 (Oktober) tahun 2017 Penggugat sempat cabut parang dan

mengancam  membunuh  Penggugat  di  hadapan  saudara  Tergugat.

Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat sering

kali ketakutan ketika melihat Tergugat pegang parang;  

7. Bahwa pada bulan 7 (Juli)  tahun 2018 Tergugat  kembali  mengancam

Penggugat dan Tergugat cabut parang di hadapan saudara Penggugat dan

kembali mengancam Penggugat untuk dibunuh;  

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut  rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat  tetap  bersabar  untuk  mengadapi  cobaan tersebut,  Penggugat

tetap  diam dan  mencari  penyelesaian  demi  menyelamatkan  perkawinan,

namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil  

9. Bahwa pada hari  minggu tanggal  8  bulan  3 (Maret)  2020 Penggugat

berangkat  kekampung  dengan  tujuan  membayar  barang  yang  sudah

dipesan  di  pedangang  antara  lain  tomat,buncis  dan  labusiang,  sebelum

berangkat Penggugat pamit sama anak dan adik Penggugat.  

10.Bahwa  pada  hari  minggu  tanggal  8  bulan  3  (maret)  2020  Tergugat

kepasar  terong  mencari  Penggugat  dengan  nada  marah-marah  sambil

berkata di tetangga jualan Penggugat “ tidak Lama Saya Bunuh Sembunyi-

Sembunyi Tati (Hartati) “ ancaman ini membuat Penggugat tidak tenang dan

di hantui terus menerus dengan rasa takut.  

11.Bahwa pada hari jumat tanggal 13 bulan 3 (maret) 2020 Penggugat pergi

meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi karena Tergugat marah-

                                                                          Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 888/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

marah terus menerus Penggugat ketakutan dengan ancaman Terguggat dan

pada akhirnya Penggugat pergi tinggalkan rumah karena sudah tidak tahan

lagi.  

12.Bahwa  di  hadapan  Tergugat,  Penggugat  tidak  pernah  benar,  selalu

salah.  Melakukan  pekerjaan  apa  saja  salah,  tidak  melakukan  salah.

Sehingga  perkara  sepele  menjadi  panjang  urusannya,  menjadi  runyam.

Seharusnya  Tergugat  bersyukur  dan  berterima  kasih  pada  Penggugat

karena  semua  kebutuhan  rumah  tangga  di  biayai  Penggugat  karena

Terguggat tidak punya pekerjaan apa-apa selama perkawinan berlangsung

sampai  saat  ini  Penggugatlah  menanggung  semua  biaya-biaya  hidup,

sampai Penggugat beli rumah sendiri dengan hasil dangannya sendiri tanpa

bantuan Tergugat sedikitpun dan rumah tersebut ditinggali saat ini Tergugat

bersama anak-anak Penggugat.  

13.Bahwa  sifat-sifat  Tergugat  sebagaimana  diuraikan  di  atas  tersebut

menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga

untuk  perkembangan  kejiwaan  anak-anak.  Penggugat  sudah  berusaha

sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa

tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu

tidak ada jalan lain, kecuali bercerai.  

14.Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa rahmah sebagaimana  maksud  dan

tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;  

15.Bahwa  menurut  keyakinan  penggugat,  tergugat  telah  melalaikan

kewajibannya  sebagai  seorang  suami,  sebagaimana  tercantum  dalam

Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  34  (1)  dan

Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  80  (2)  yang  berbunyi  :  “Suami  wajib

melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah

tangga sesuai dengan kemampuannya”.  

16.Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  alasan  Penggugat  untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran
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yang terjadi  terus  menerus dan tidak  mungkin  hidup  rukun  dalam suatu

ikatan  perkawinan,  telah  memenuhi  unsur  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  No.  9  Tahun 1975 Jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam,  sehingga  berdasar  hukum  untuk  menyatakan  gugatan  cerai  ini

dikabulkan;  

17.Bahwa untuk memenuhi  ketentuan Pasal  84 ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk

mengirimkan   salinan  putusan   yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum

tetap  kepada  Kantor  Urusan  Agama  di  tempat  tinggal  Penggugat  dan

Tergugat  dan  Kantor  Urusan  Agama tempat  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;  

18.Bahwa  Penggugat  meyakini,  perceraian  adalah  satu-satunya  jalan

terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan

anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian

menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر 

Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah“يزال

wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda

Nabi saw. : ولضرار لضرر  “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri

dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi

perceraian  ini  adalah  satu-satunya  pilihan  untuk  menghindarkan  diri  dari

kesulitan-kesulitan yang lebih besar.  

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang

Mulia  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama Kelas  1A Makassar  agar  berkenan

memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :  

PRIMER

1. Menerima  dan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk

seluruhnya.

2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan

Tergugat putus karena perceraian.
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3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan

putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis  hakim telah  menasihati  Penggugat  agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;   

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  dimulai  dengan  pembacaan  surat

gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.  

Bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil  gugatan tersebut,  Penggugat telah

mengajukan alat  bukti  surat berupa fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Tompobulu,  Kabupaten  Sungguminasa,  Nomor

020 / 05 / II / 2003 tertanggal 20 Februari 2003 yang telah dicocokkan dengan

aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa  di  samping  itu  Penggugat  juga  mengajukan  satu orang  saksi

yang  telah  memberikan  keterangan  di  bawah sumpah,  yaitu  SAKSI.  Uraian

secara lengkap keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita

acara sidang perkara ini;  

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana terurai di muka;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  menghadiri

persidangan  tanpa  alasan  yang  sah,  maka  Tergugat  yang  telah  dipanggil

secara resmi  dan patut  untuk menghadap di  persidangan,  harus dinyatakan

tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat

tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  pada  pokoknya

mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

lagi  keharmonisan  disebabkan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-

menerus, bahkan kini  Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Maret  2020, sehingga Penggugat  dan Tergugat  tidak dapat  lagi

dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  pernah  menghadiri

persidangan  guna  mengajukan  jawaban  atau  bantahan  terhadap  dalil-dalil

gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat

dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi  oleh karena perkara ini  mengenai

perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  pembuktian  dimaksud,  Penggugat  telah

mengajukan alat  bukti  tertulis  berupa kutipan akta  nikah (bukti  P.)  dan satu

orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah,

yaitu SAKSI; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.  tersebut,  terbukti  adanya

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan

yang  pada  pokoknya  telah  menyatakan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

sebagai suami istri tidak rukun lagi, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;  

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dihubungkan

dengan dalil-dalil gugatan, demikian pula sikap Tergugat yang tidak menghadiri

siding tanpa alasan yang sah, maka patut diduga adanya fakta bahwa antara
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Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, bahkan telah

berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Maret  2020  sampai  sekarang  tanpa

hubungan  lagi  sebagaimana  layaknya  suami  istri,  fakta  mana  telah  cukup

membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

harmonis lagi,  keduanya sudah tidak saling mencintai,  sehingga hakikat dan

tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan

rumah  tangga  bahagia  dan  kekal,  rumah  tangga  sakinah,  mawaddah,  dan

rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak

dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  perlu  juga  dipertimbangkan  bahwa  meskipun

perceraian merupakan perbuatan hukum  yang sedapat mungkin dihindari oleh

setiap pasangan suami istri,  akan tetapi  jika kondisi  sebuah rumah tangga

sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling

mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Majelis  Hakim berpendapat  bahwa jika  rumah tangga sudah seperti  itu  dan

tetap  saja  dipertahankan,  maka  justru  akan  mendatangkan  kerusakan

(mafsadat)  yang  lebih  besar  daripada  kemanfaatan  (maslahat),  padahal

penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana

kaidah fiqhi yang berbunyi :

المصالح              جلب على مقدم المفاسد                                     درء

Menimbang,  bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai

alasan  yang  cukup  untuk  memutuskan  ikatan  pernikahan  Penggugat  dan

Tergugat  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri

persidangan  tanpa  alasan  yang  sah  dan  ternyata  pula  gugatan  Penggugat

beralasan atau berdasar  hukum,  maka sesuai  dengan ketentuan Pasal  149

ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang,  bahwa  mengenai  biaya  perkara,  oleh  karena  perkara  ini

mengenai  perkawinan,  biaya  perkara  dibebankan kepada  Penggugat  sesuai

dengan ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan  ketentuan  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan

lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat,  TERGUGAT, kepada

Penggugat, PENGGUGAT;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 26 Ramadan 1441  Hijriyah, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua

Majelis,  Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa

hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. 

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Drs. Syahidal

           Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp  30.000,00 

2. A T K Rp  50.000,00 

3. Panggilan &PNBP  Rp220.000,00

5. Redaksi Rp  10.000,00 

6. Meterai Rp        6  .000,00   

Jumlah Rp316.000,00                   

TERBILANG : tiga ratus enam belas ribu rupiah 
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